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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk

meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya

dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

(TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya.

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kriteria-

kriteria untuk menentukan tingkat prioritas. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan

mewawancarai 8 orang informan dan menyebarkan kuesioner pada 4 orang responden yang dianggap ahli

dan mengerti dalam hal pengelolaan aset, khususnya pada unit Setjen Departemen Hukum & HAM.

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaam lahan menganggur yang dilaksanakan

oleh Departemen Hukum dan HAM RI selama ini; faktor kendala dalam pengelolaan lahan menganggur

yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI di Kota Tangerang; serta Model optimalisasi

pengelolaan lahan menganggur apa yang tepat untuk dipilih oleh Departemen Hukum dan HAM RI.

 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan menganggur milik Departemen Hukum & HAM

di Kota Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.6

tahurn 2006 dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, juga dengan pernindahtanganan

dalam bentuk hibah, yang disesuaikan dengan maksud & tujuan dari pengelolaan saat itu. Faktor yang

menghambat dalam pengelolaan lahan menganggur yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya

pemahaman atas prosedur dan produk hukum yang ada, dan faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi

dengan instansi-instansi yang terkait.

 

Dad penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan lahan menganggur dengan bantuan metode Analytical

Hierarchy Process (AHP), Hirarki kebijakan terdiri atas Goal, yaitu memperoleh cara pengelolaan lahan

menganggur yang optimal; Kriteria Utama yang meliputi Nilai Strategis, Nilai Sosial,, Nilai Ekonomi, dan

Nilai Kesejahteraan Pegawai; Subkriteria-subkriteria yang dipakai untuk menilai !criteria di atasnya; dan

alternatif model pengelolaan lahan menganggur yang akan direkomendasikan. Nilai Strategis memiliki

bobot tertinggi, sebesar 62%; Nilai Kesejahteraan Pegawai sebesar 21%; Nilai Ekonomi dan Nilai Sosial

masing-masing sebesar 11% dan 6%. AIternatif model optimalisasi pengelolaan yang direkomendasikan

adalah dengan menggunakan mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar sebesar 54%.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>
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Department of Justice and Human Rights is one of official government institution that having potential to

increasing the state financing by optimizing the management of its idle assets so would fulfill the needs of

achieving the Goals.

 

This research is Quantitative Descriptive, by observing some criteria in order to setting the level of

priorities. Technique of Collecting Data was interviewing 8 informants and having questioners from 4

respondents who have high skills and expert on the field of managing assets.

 

The goals of this research are to know about the existing managing idle lands that have been done by the

Department of Justice and Human Rights; to identify the obstacles of the process of Managing Idle Lands in

Tangerang and to recommend the Most Suitable Model of optimizing management of idle lands for

Department of Justice and Human Rights.

 

The results of research shows that the existing managing idle lands belongs to the Department of Justice and

Human Rights in Tangerang were done by according to PP No.6 tahun 2006, through mechanism of rent;

lend in using; and donating assets, all these mechanism was achieved and elaborated on the purposes and

goals from the both parties. The obstacles of Managing Idle Lands in Tangerang were identified into internal

obstacles, such as low knowledge of procedures and laws, and external obstacles such as low coordination to

the related institutions.

 

In accordance to policy making of optimizing the idle lands management with Analytical Hierarchy Process

(AHP) Method, the policy hierarchy are contains of Goal, which is obtaining the optimum mechanism of

idle lands management; the main criteria were Strategic Value, Social Value, Economic Value, and

Employee Prosperity Value; the sub criteria are used to over viewing the main criteria above; and the

alternative model of idle lands management that recommended. Strategic Value got the highest priority as

62%; Employee Prosperity Value as 21%; Economic and Social Value got each as 11% and 6%. The

alternative model of idle lands management that recommended is through exchange (ruilslag) as the highest

priority as 54%.</i>


